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Abstract
This research aimed to see and review policy trend government of Surakarta toward
traditional market and modern market on Surakarta. The next analyze to see trend of
Surakarta Government toward traditional and moder market. Measures used to know
trend of Surakarta government are see policies established by local regulations. This
research uses data from the literature are taken from the literature that supports.
Analysis used at this research are descriptive analysis with way being narrative a
variety of data found in the field and the compared with existing theory. Based on the
descriptive analysis, policy issued from government of Surakarta, especially last policy
about dismissal licensing for establishment modern shop and various program on
traditional market development include market revitalisation that will be done for all
markets in Surakarta. This matter showed a tendency to further strengthen the
Surakarta municipal government policies to spur the existence and development of
traditional market, by limiting the development of modern market.
Keywords: Market, Traditional Market, Modern Market, Public policy
JEL Classification: P16, P 35, P47
1. PENDAHULUAN
Pasar merupakan bagian yang
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar
memiliki peran penting dalam mendu-
kung pembangunan dan pertumbuhan
perekonomian serta berfungsi menjem-
batani keinginan produsen dan konsu-
men untuk melakukan transaksi jual be-
li. Pasar Menurut Mankiw (2000) ada-
lah sekumpulan pembeli dan penjual
dari sebuah barang atau jasa tertentu.
Para penjual sebagai kelompok yang
menentukan penawaran terhadap sebu-
ah produk dan para pembeli sebagai
kelompok yang menentukan penawaran
terhadap produk.
Pasar memilki sifat dinamis
yang berarti mengikuti perkembangan
zaman. Seiring dengan makin berkem-
bangnya zaman, pasar mengalami ber-
bagai perubahan diantaranya adalah da-
ri bentuk dan cara pengelolaanya dari
yang tradisional menjadi modern. An-
driani dan Ali (2013) menjelaskan
munculnya berbagai pasar modern
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yang memiliki fasilitas lebih di-
bandingkan dengan pasar tradisional
mengakibatkan cukup banyak masya-
rakat yang beralih dari pasar tradisional
ke pasar modern. Hal tersebut dapat
dilihat dalam Tabel 1 yang menunjukan
pangsa pasar tradisional dan modern di
Indonesia.
Tabel 1










2001 24,8 75,2 100
2002 25,1 74,8 100
2003 26,3 73,7 100
2004 30,4 69,6 100
2005 32,4 67,6 100
Sumber: Riset AC Nielsen, 2006
Tabel 1 di atas menunjukan adanya pe-
nurunan pangsa pasar tradisional secara
terus menerus dari tahun 2001 sampai
tahun 2005, sebaliknya pasar modern
mengalami kenaikan pangsa pasar terus
menerus pada tahun yang sama. Tabel
tersebut menunjukan adanya persa-
ingan antara pasar modern dan tra-
disional di mana menyebabkan eksis-
tensi pasar tradisional semakin menu-
run dan terpinggirkan. Pola tersebut
bisa menggambarkan pasang surut
perkembangan pasar tradisional di te-
ngah gempuran pasar modern.
Karakteristik pasar tradisional
dan pasar modern di Indonesia dapat
dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pe-
layanan dan aspek fisik (Mukbar,
2007). Berdasarkan aspek metode pe-
layanan, pada pasar tradisional peda-
gang melayani pembeli dan terjadi
kegiatan tawar-menawar. Metode pe-
layanan di pasar modern menggunakan
sistem swalayan dimana pembeli me-
layani dirinya sendiri dan harga tidak
bisa ditawar lagi atau harga pas.
Berdasarkan aspek kondisi secara fisik,
pasar tradisional memiliki bangunan
temporer, semi permanen dan per-
manen. Kondisi fisik pasar modern
yaitu memiliki bangunan yang per-
manen, lebih mewah dan memiliki
fasilitas yang memadai.
Semakin berkembangnya perbe-
lanjaan modern seperti minirmarket,
supermarket hingga hypermarket dapat
mengganggu keberadaan pasar tradi-
sional. Dari hasil riset AC Nielsen yang
dilakukan dilakukan di berbagai kota
besar di Indonesia, pesatnya laju per-
tumbuhan pasar modern berbanding
terbalik dengan tingkat pertumbuhan
pasar tradisional. Berdasarkan riset AC
Nielsen SWA (2004) dalam  Depar-
temen Perdagangan RI, mengemukakan
pertumbuhan pasar modern meningkat
sebesar 31,4%, sementara pertumbuhan
pasar tradisional menurun 8,1%. Jika di
Tahun 2003 dominasi penjualan di
segmen pasar tradisional sebesar
73,7%, maka di tahun 2004 turun
menjadi 70%. Sebaliknya, pasar mo-
dern yang tiga tahun lalu me-nunjukan
angka penjualan 3%, bergerak naik
menjadi 5% pada tahun 2003, dan di
tahun 2004 bertambah  menjadi  7%.
Angka ini merupakan yang paling ting-
gi di kawasan Asean (Smeru, 2007).
Pola penurunan pertumbuhan
pasar tradisional juga terjadi pada level
provinsi di Indonesia. Berdasarkan data
statistik Jawa Tengah dalam Angka
2009 jumlah pasar tradisional di Jateng
pada tahun 2004 adalah sebanyak
1.496, sedangkan pasar modern se-
banyak 232. Bila dibandingkan dengan
data statistik pada tahun 2008, jumlah
pasar tradisional sebanyak 1.443 dan
pasar modern 399. Data tersebut me-
nunjukkan, pasar tradisional menga-
lami penyusutan sementara pasar mo-
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dern mengalami perkembangan pesat.
Pada 2004, komposisinya adalah 86,5
persen pasar tradisional, sedangkan
13,5 persen pasar modern. Pada 2008,
mengalami perubahan dengan sebesar
78,3 persen pasar tradisional dan 21,7
pasar modern. Terjadi penyusutan pasar
tradisional sebesar 8,2 persen. Data
tersebut mencakup pasar-pasar besar
yang terdaftar. Pasar- pasar swalayan
kecil yang dengan cepat berekspansi di
berbagai lokasi belum masuk di dalam-
nya.
Demikian juga dengan yang ter-
jadi di Kota Surakarta, sebagai kota ter-
besar kedua di Provinsi Jawa Tengah
dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan
perdagangannya, menjadikan kota Su-
rakarta sebagai target market dari in-
dustri retail modern untuk melakukan
ekspansi pasar (Setyawarman, 2009).
Kota Surakarta yang terkenal dengan
pasar tradisionalnya sebagai warisan
budaya dan icon kota pada dekade ter-
dahulu mengalami perubahan pada
tahun 2000. Ekspansi retail nasional
dan asing meningkat dari waktu ke
waktu. Hal tersebut dapat dilihat pada
Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2
Data Sarana Perdagangan Di Kota Surakarta
Sumber: Bappeda Kota Surakarta SIPD (2008)
Pasar modern berdasar pada ta-
bel tersebut terdiri dari pasar swalayan,
pasar grosir, mall/plaza, dan hyper-
market. Data di atas menunjukkan ke-
beradaan pasar modern di Kota Sura-
karta mengalami peningkatan setiap ta-
hunnya secara signifikan, dari tahun
2003 terdapat 18 menjadi 46 unit pada
tahun 2008. Di sisi lain, pasar trade-
sional mengalami peningkatan yang ti-
dak signifikan dan cenderung tetap.
Tahun 2011, Pasar Gede di
Kota Surakarta menjadi pasar terbaik di
Provinsi Jawa Tengah (Kompas, 2012)
dan merupakan kota yang memiliki
salah satu pasar yang menjadi pilot
project revitalisasi pasar di Indonesia,
yaitu Pasar Gading Surakarta (Omega,
2012). Jika pilot project Pasar Gading
Surakarta ini berhasil maka pasar- pa-
sar tradisional yang ada di seluruh In-
donesia nantinya akan dibuat seperti
Pasar Gading Surakarta. Pasar Gading
Surakarta merupakan salah satu contoh
bentuk kerjasama antara pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan peme-
rintah kota dalam menjadi mitra pro-
gram dan kegiatan, khususnya Program
Revitalisasi Pasar Tradisional (Depar-
temen Perdagangan Republik Indone-
sia, 2009).
Mengingat pasar tradisional
merupakan salah satu warisan budaya
Kota Surakarta, maka Pemerintah me-
ngeluarkan kebijakan Revitalisasi Pasar
Tradisional untuk meningkatkan daya
saing pasar tradisional terhadap pasar
modern. Pasar tradisional memiliki
stigma yang identik dengan kondisi
yang kumuh sehingga menimbulkan
suasana yang tidak nyaman dalam ber-
belanja, hal ini adalah kelemahan pasar
tradisional (Ayuningsasi, 2011).  Kebe-
radaan pasar tradisional seharusnya di-
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memiliki banyak keunikan sosial buda-
ya kebudayaan yang tidak terdapat pa-
da pasar modern. Daya pikat budaya,
umumnya, ditempatkan pada posisi
pertama. Pilihan produk (product uni-
que selling point) ditempatkan di posisi
kedua. Kemudahan dan kenyamanan
berada di posisi ketiga. Dan eksotika
masa lalu ditempatkan sebagai daya
pikat keempat (The Global Review,
2011).
Pada awal tahun 2009, peme-
rintah Kota Surakarta telah menye-
lesaikan pembangunan dan renovasi ti-
ga pasar serta satu tempat penjualan ke-
rajinan tangan (Koran Tempo, 2009).
Keempat pasar itu adalah Pasar Ga-
ding, Pasar Windujenar, Pasar Ngar-
sopuro dan Pusat Kerajinan Night
Market. Pasar-pasar tradisional direno-
vasi karena secara fisik sangat kumuh,
sempit dan tidak beraturan. Secara u-
mum pasar tersebut sangat padat, ber-
bagai barang dagangan diletakkan sam-
pai keluar kios, pasar tradisional juga
tidak memiliki tempat parkir yang
memadai sehingga sering menimbulkan
kemacetan. Pasar tradisional memiliki
banyak keunikan di antaranya  meru-
pakan tujuan para turis yang ingin
mendapatkan barang antik dan berbagai
barang yang tidak ada di pasar tradi-
sional.
Pemerintah Kota Surakarta da-
lam hal ini diharapkan dapat mengatur
masalah pengelolaan dan pengemba-
ngan pasar tradisional agar mampu
memaksimalkan strategi yang berhubu-
ngan dengan penanganan pasar. Oleh
karena itu Pemerintah Kota Surakarta
melalui Dinas Pengelolaan Pasar mela-
kukan penataan pasar tradisional yang
bertujuan menciptakan persaingan yang
sehat antara pasar tradisional dengan
pasar modern. Jika pasar tradisional
bisa dikelola lagi dengan baik dan
menarik, maka tidak perlu ada perten-
tangan antara pasar tradisional dan pa-
sar modern. Keduanya dapat berkem-
bang dengan daya tariknya sendiri-sen-
diri. Tidak menutup kemungkinan bah-
wa golongan masyarakat yang berpen-
dapatan tinggi juga akan menjadi terta-
rik untuk sesekali datang mengunjungi
dan berbelanja di pasar tradisional un-
tuk menikmati berbagai hal yang tidak
tersedia di pasar modern.
Berdasarkan dari latar belakang
di atas, maka peneliti menentukan
rumusan masalah pada kajian ini yaitu
bagaimana kecenderungan kebijakan
Pemerintah Kota Surakarta terhadap
pasar tradisonal serta pasar modern?
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN
HIPOTESIS
Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah ilmu
multidisipliner karena terdapat banyak
disiplin ilmu di dalamnya seperti ilmu
ekonomi, politik, sosial, dan psikologi.
Studi kebijakan mulai berkembang
pada 1970-an melalui tulisan Harold D.
Laswell. Definisi dari kebijakan publik
yang awalnya dikemukakan oleh Las-
well dan Kaplan (1995) mendefinisikan
kebijakan publik adalah suatu program
yang diproyeksikan dengan tujuan-tuju-
an, nilai-nilai, dan praktik-praktik ter-
tentu. Definisi kebijakan publik yang
sama juga dikemukakan oleh Edwards
dan Sharkansky (2008) menjelaskan
kebijakan publik sebagai sebuah tinda-
kan pemerintah yang berupa program-
program pemerintah untuk mencapai
sebuah tujuan.
Kebijakan publik memiliki ke-
samaan utama yaitu “tujuan”, “nilai-ni-
lai”, dan “praktik”. Kebijakan publik
selalu memiliki tujuan, seperti kebi-
JIEP-Vol. 15, No 1 Maret 2015
ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851
81
jakan pemerintah menghapus subsidi
BBM dan mengalihkan subsidi tersebut
ke hal lain yang lebih efektif yaitu ke
sektor infrastruktur dan kesejahteraan
rakyat yang diharapkan dapat dirasakan
langsung manfaatnya oleh seluruh ma-
syarakat. Dye (2005) menjelaskan kebi-
jakan publik adalah adalah segala yang
dikerjakan pemerintah, mengapa mere-
ka melakukan, dan perbedaan yang di-
hasilkanya.
Pemahaman bahwa “keputu-
san” berarti juga ketika pemerintah me-
mutuskan untuk “tidak memutuskan”,
“tidak mengubris” atau memutuskan
untuk “tidak memperdulikan” suatu isu.
Edwards dan Sharkansky (2008) juga
menyatakan definisi yang sama yakni
kebijakan publik merupakan apa yang
dinyatakan dan dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah yang dapat
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berbentuk pidato-pidato
dan wacana yang diungkapkan pejabat
politik dan pejabat pemerintah yang se-
gera ditindaklanjuti dengan program-
program dan tindakan pemerintah.
Definisi baik dari Dye maupun
Edwards dan Sharkansky sama-sama
memiliki sebuah kesamaan bahwa ke-
bijakan publik juga termasuk dalam
keputusan untuk tidak melakukan, atau
menunda tindakan apapun. Misalnya
adalah pada keputusan pemerintah
untuk menunda melaksanakan Undang-
Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
sehingga dalam hal ini pemerintah ti-
dak melakukan tindakan apapun untuk
melaksanakan Undang-Undang terse-
but, hal tersebut merupakan sebuah ke-
bijakan publik. Anderson (2005) me-
ngatakan kebijakan publik adalah ke-
bijakan yang ditetapkan oleh badan-ba-
dan dan aparat pemerintah. Sejalan de-
ngan definisi menurut Laswell dan
Kaplan, David Easton (2005) mengar-
tikan kebijakan publik sebagai penga-
lokasian nilai-nilai kepada masyarakat,
karena setiap kebijakan mengandung
berbagai nilai di dalamnya. Dari dua
definisi ini dapat diartikan bahwa kebi-
jakan publik masuk ke dalam berbagai
nilai yang ada di dalam masyarakat.
Pengertian Pasar
Istilah pasar banyak mendapat-
kan perhatian sejak dahulu. Pada inti-
nya pasar adalah tempat bertemunya
para penjual dan pembeli untuk me-
lakukan pertukaran atas barang dan
jasa. Selain itu, pasar dapat pula diar-
tikan sebagai himpunan para pem-beli
aktual dan potensial dari suatu produk.
Dalam hal demikian pasar terdiri dari
semua pelanggan potensial yang memi-
liki kebutuhan dan keinginan tertentu
yang sama. Di mana setiap konsumen
bersedia dan mampu melaksanakan
pertukaran untuk memuaskan kebu-
tuhan dan keinginan mereka (Risma-
yani, 1999). Menurut Mankiw (2000)
pasar adalah sekumpulan pembeli dan
penjual dari sebuah barang atau jasa
tertentu. Para penjual sebagai kelom-
pok yang menentukan penawaran ter-
hadap sebuah produk dan para pembeli
sebagai kelompok yang menentukan
penawaran terhadap produk.
Menurut sudut pandang Assau-
ri (1993) pasar adalah arena pertukaran
potensial baik dalam bentuk fisik seba-
gai tempat bertemunya penjual dan
pembeli, maupun bentuk non fisik yang
memungkinkan terjadinya pertukaran,
karena adanya syarat pertukaran yaitu
adanya minat dan citra yang baik serta
daya beli yang cukup. Pasar dapat ter-
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c. adanya barang yang diperjualbelikan.
d.adanya kesepakatan antara pembeli
dan penjual.
Menurut Peraturan Presiden RI
No. 112 Tahun 2007, pasar adalah tem-
pat jual beli barang dengan jumlah pen-
jual yang lebih dari satu, baik yang
disebut pusat perbelanjaan, mall, per-
tokoan, pasar tradisional, plasa, pusat
grosir, pusat perdagangan maupun se-
butan yang lain. Dapat diartikan pasar
menurut pemerintah adalah tempat ter-
jadinya proses jual beli dimana pe-
dagang berjumlah lebih dari satu de-
ngan berbagai penyebutan namanya.
3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan
syarat utama dalam sebuah penelitian
ilmiah. Penelitian ilmiah adalah kegi-
atan yang memliki tujuan untuk mene-
mukan, mengembangkan dan me-nguji
kebenaran suatu pengetahuan dengan
menggunakan cara-cara ilmiah dan me-
tode tertentu yang sistematik. Hal ini
memiliki tujuan agar hasil yang dipe-
roleh dapat dipertanggung jawabkan
khususnya untuk menjawab pertanyaan
yang diajukan.
Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif. Penelitian des-
kriptif adalah suatu metode penelitian
yang dilakukan dengan tujuan untuk
membuat gambaran atau deskripsi me-
ngenai sebuah keadaan secara objektif.
Menurut Indriantoro dan Supomo (20-
02) penelitian deskriptif adalah pene-
litian yang menggambarkan sebuah fe-
nomena dengan jalan mendeskripsikan
sejumlah variabel yang berkenaan de-
ngan masalah yang diteliti.
Penelitian ini menyuguhkan infor-
masi yang diperoleh dalam keadaan
yang sesungguhnya terjadi  dan ada pa-
da saat penelitian dilakukan. Metode
penelitian deskriptif digunakan untuk
memecahkan atau menjawab permasa-
lahan yang sedang dihadapi (Notoat-
modjo, 2002). Tujuan dari penelitian
deskriptif adalah membuat data des-
kripsi, gambar-gambar, grafik atau lu-
kisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai sifat- sifat serta hubu-
ngan antar fenomena yang diselidiki
(Nazir, 1985).
4. ANALISIS DATA DAN
PEMBAHASAN
Historis Pasar Modern di Kota
Surakarta
Pasar modern berawal dari toko
serba ada (toserba) yang kemudian
berkembang menjadi supermarket. Su-
permarket kemudian berkembang men-
jadi hypermarket yaitu sebuah toko ser-
ba ada dengan skala yang lebih besar.
Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres
112/2007 Pasal 1 butir 5 Permendag
53/2008 yang dimaksud dengan ritel
modern atau toko modern yaitu toko
dengan sistem pelayanan mandiri, men-
jual berbagai jenis barang secara eceran
yang berbentuk Minimarket, Supermar-
ket, Department Store, Hypermarket,
ataupun grosir berbentuk perkulakan.
Jenis pasar modern terdapat pada







f. Nama lainya yang dikelola secara
modern
Keberadaan pasar modern di In-
donesia berawal pada tahun 1966 de-
ngan berdirinya pusat perbelanjaan mo-
dern Sarinah di Jakarta, kemudian ber-
kembang dan diikuti pasar-pasar mo-
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dern lainya pada tahun 1973 dengan
berdirinya Sarinah Jaya, Gelael dan
Hero, kemudian tahun 1996 muncul
hypermarket Alfa, Super, Goro dan
Makro.
Tahun 1997 mulai berdatangan
peritel asing besar seperti Carrefour
dan Continent dan 1998 mulai muncul
minimarket secara besar- besaran oleh
Alfamart dan Indomart di kota besar.
Puncaknya pada tahun 2000an terjadi
liberasi pedagang besar besaran kepada
pemodal asing. Dampak dari liberali-
sasi pasar modern adalah Semakin ber-
kembangnya perbelanjaan modern se-
perti minirmarket, supermarket hingga
hypermarket. Dari hasil riset AC Niel-
sen tahun 2004 yang dilakukan dila-
kukan di berbagai kota besar di Indo-
nesia, mengemukakan pertumbuhan pa-
sar modern meningkat sebesar 31,4%.
Jika di Tahun 2000  pasar modern me-
nunjukan angka penjualan 3%, ber-
gerak naik menjadi 5% pada tahun
2003, dan di tahun 2004 bertambah
menjadi  7%.
Demikian juga dengan yang ter-
jadi di Kota Surakarta, sebagai kota ter-
besar kedua di Provinsi Jawa Tengah
dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan
perdagangannya, menjadikan kota Su-
rakarta sebagai target market dari in-
dustri retail modern untuk melakukan
ekspansi pasar.
Tabel 4
Pasar Modern di Kota Surakarta





1 2005 1 1
2 2006 5 6
3 2007 11 17
4 2008 8 25
5 2009 3 28
6 2010 10 38
7 2011 3 41
8 2012 6 47
9 2013 11 58
10 2014 25 83
Sumber: BPMPT Kota Surakarta, 2014,
diolah
Data di atas adalah data dari
BPMPT Kota Surakarta berdasakan da-
ri perijinan yang dikeluarkan oleh BP-
MPT. Awal munculnya pasar modern
di Kota Surakarta jauh sebelum Tahun
2005, tetapi sebelum tahun 2005 belum
adanya pendataan yang di-lakukan
BPMPT di Kota Surakarta, dimulai dari
tahun 2005 BPMPT mulai melakukan
pendataan dan keharusan pasar modern
untuk mengajukan perijinan sebelum
dapat beroperasi dengan IUTM (Ijin
Usaha Toko Modern).
Tahun 2005 di Kota Surakarta
memiliki hanya satu pasar modern
yaitu Ratu Luwes, perkembangan pasar
modern setelah  tahun 2005 sangat pe-
sat, munculnya pasar modern secara
besar besaran pada tahun 2007 seba-
nyak 11 pasar modern baru muncul.
Puncak keberadaan Pasar modern di
Kota Surakarta terjadi pada Tahun
2014, BPMPT mencatat ada per-ijinan
pasar modern sebanyak 25. Hingga
2014 kota Surakata memiliki sebanyak
83 pasar modern, yang berarti jumlah
pasar modern di Kota Surakarta dua
kali lipat lebih banyak dibanding Pasar
tradisional.
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bentuk dari sebuah kebijakan publik,
definisi dari kebijakan publik yang di-
kemukakan oleh Laswell dan Kaplan
(1995) adalah suatu program yang di-
proyeksikan dengan tujuan-tujuan, ni-
lai-nilai, dan praktik-praktik tertentu.
Definisi kebijakan publik yang sama
juga dikemukakan oleh Edwards dan
Sharkansky (2008) menjelaskan ke-
bijakan publik sebagai sebuah tindakan
pemerintah yang berupa program-pro-
gram pemerintah untuk mencapai sebu-
ah tujuan. Menurut Anderson (2005),
kebijakan publik adalah kebijakan yang
ditetapkan oleh badan-badan dan aparat
pemerintah. Sejalan dengan definisi di
atas, peraturan daerah adalah program
yang dibuat dan ditetapkan oleh badan–
badan dan aparat pemerintah untuk
mencapai sebuah tujuan.
Kebijakan publik terbagi dua
yaitu yaitu peraturan yang terkodifikasi
secara formal dan legal, dan pernyataan
pejabat publik di depan publik, me-
nurut Peraturan Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara Nomor PE-
R/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman
Umum Formulasi, Implementasi, Eva-
luasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Pu-
blik di Lingkungan Lembaga Peme-
rintah Pusat dan Daerah. Perda ini ter-
masuk dalam kebijakan publik yang
terkodifikasi secara formal dan legal
yang berarti segenap peraturan perun-
dang-undangan di tingkat pusat dan da-
erah.
Seperti teori yang dikemukakan
oleh Dye (2000) terdapat tiga elemen
kebijakan yang membentuk sistem ke-
bijakan. Ketiga elemen kebijakan ter-
sebut adalah kebijakan publik, pelaku
kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Di sini pelaku kebijakan adalah Peme-
rintah Daerah Kota Surakarta, kebi-
jakan publik adalah kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemkot dan ling-
kungan kebijakan adalah Pasar tradi-
sional dan pasar modern.
Gambar 1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Sumber: data literatur, diolah
Dari ketiga elemen tersebut
saling berkaitan dan mempengaruhi,
Pemerintah Kota Surakarta memiliki
peranan dalam membuat kebijakan dan
Pemerintah Kota Surakarta dapat juga
dipengaruhi oleh pasar tradisional dan
pasar modern, pasar tradisional dan
pasar modern juga mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh Pemerintah Kota
Surakarta dan kebijakan.
Pasar merupakan bagian yang
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar
memiliki peran penting dalam men-
dukung pembangunan dan pertum-
buhan perekonomian serta berfungsi
menjembatani keinginan produsen dan
konsumen untuk melakukan transaksi
jual beli. Para penjual sebagai kelom-
pok yang menentukan penawaran ter-
hadap sebuah produk dan para pembeli
sebagai kelompok yang menentukan
penawaran terhadap produk. Pasar me-
milki sifat dinamis yang berarti mengi-
kuti perkembangan zaman. Seiring
dengan makin berkembangnya zaman,
pasar mengalami berbagai perubahan di
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antaranya adalah bentuk dan cara pe-
ngelolaanya dari yang tradisional men-
jadi modern.
Hasil riset AC Nielsen yang di-
lakukan dilakukan di berbagai kota be-
sar di Indonesia, menunjukan pesatnya
laju pertumbuhan pasar modern ber-
banding terbalik dengan tingkat per-
tumbuhan pasar tradisional. Berdasar-
kan riset AC Nielsen SWA (2004) da-
lam Departemen Perdagangan RI, me-
ngemukakan pertumbuhan pasar mo-
dern meningkat sebesar 31,4%, semen-
tara pertumbuhan pasar tradisional me-
nurun 8,1%. Jika di Tahun 2003 domi-
nasi penjualan di segmen pasar tra-
disional sebesar 73,7%, maka di tahun
2004 turun menjadi 70%. Sebaliknya,
pasar modern yang tiga tahun lalu me-
nunjukan angka penjualan 3%, ber-
gerak naik menjadi 5% pada tahun
2003, dan di tahun 2004 bertambah
menjadi 7%. Angka ini merupakan
yang paling tinggi di kawasan Asean
(Smeru, 2007).
Pola penurunan pertumbuhan
pasar tradisional juga terjadi pada level
provinsi di Indonesia. Berdasarkan data
statistik Jawa Tengah dalam Angka
2009 jumlah pasar tradisional di Jateng
pada tahun 2004 adalah sebanyak
1.496, sedangkan pasar modern se-
banyak 232. Bila dibandingkan dengan
data statistik pada tahun 2008, jumlah
pasar tradisional sebanyak 1.443 dan
pasar modern 399. Data tersebut me-
nunjukkan, pasar tradisional meng-
alami penyusutan sementara pasar mo-
dern mengalami perkembangan pesat.
Pada 2004, komposisinya adalah 86,5
persen pasar tradisional, sedangkan
13,5 persen pasar modern. Pada 2008,
mengalami perubahan dengan sebesar
78,3 persen pasar tradisional dan 21,7
pasar modern. Terjadi penyusutan pasar
tradisional sebesar 8,2 persen. Data
tersebut men-cakup pasar-pasar besar
yang terdaftar. Pasar- pasar swalayan
kecil yang dengan cepat berekspansi di
berbagai lokasi belum masuk di
dalamnya.
Demikian juga dengan yang
terjadi di Kota Surakarta, sebagai kota
terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah
dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan
perdagangannya, menjadikan kota
Surakarta sebagai target market dari
industri retail modern untuk melakukan
ekspansi pasar (Setyawarman, 2009).
Kota Surakarta yang terkenal dengan
pasar tradisionalnya sebagai warisan
budaya dan icon kota pada dekade
terdahulu mengalami perubahan pada
tahun 2000. Ekspansi retail nasional
dan asing meningkat dari waktu ke
waktu.
Dari animo masyarakat juga
menunjukkan kecenderungan masyara-
kat mulai meninggalkan pasar trade-
sional dapat dilihat dari menurunya
pangsa pasar tradisional pada Tabel 5
berikut ini:
Tabel 5








2001 24,8 75,2 100
2002 25,1 74,8 100
2003 26,3 73,7 100
2004 30,4 69,6 100
2005 32,4 67,6 100
Sumber: Riset AC Nielsen Tahun 2006
Tabel 5 di atas menunjukan ada-
nya penurunan pangsa pasar tradisional
secara terus menerus dari tahun 2001
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sampai tahun 2005, sebaliknya pasar
modern mengalami kenaikan pangsa
pasar terus menerus pada tahun yang
sama. Hal tersebut bisa menggam-
barkan pasang surut perkembangan pa-
sar tradisional di tengah gempuran pa-
sar modern.
Tabel 5 menunjukan adanya
persaingan antara pasar modern dan
tradisional dimana menyebabkan eksis-
tensi pasar tradisional semakin menu-
run dan terpinggirkan. Menurunnya
pangsa pasar tradisional bukanlah tanpa
sebab, pasar tradisional memiliki ber-
bagai kelemahan dibanding pasar mo-
dern antara lain adalah bahwa pasar
yang becek, kotor, bau dan terlalu
padat lalu lintas pembelinya. Selain
kelemahan-ke-lemahan di atas, menu-
rut Ekapribadi (2007) faktor desain dan
tampilan pasar, atmosfir, tata ruang,
tata letak, keragaman dan kualitas
barang, promosi pengeluaran, jam ope-
rasional pasar yang terbatas, serta opti-
malisasi pemanfaatan ruang jual meru-
pakan kelemahan terbesar pasar tradi-
sional dengan pasar modern.
Perubahan dari gaya hidup ma-
syarakat yang berawal dari belanja di
pasar tradisional kemudian mulai bera-
lih ke pasar modern seperti teori peru-
bahan kelembagaan yang dikemukakan
oleh Yustika (2013), Perubahan kelem-
bagaan muncul karena adanya masalah
kelangkaan dan perilaku individu yang
sulit ditebak. Kelangkaan ini tidak
hanya menyangkut keterbatasan sum-
ber daya, akan tetapi juga keterbatasan
aturan main (rules of the game).
Perubahan kelembagaan bisa muncul
dari pe-rubahan tuntutan pemilih atau
pe-rubahan kekuasaan pemasok ke-
lembagaan yaitu pemerintah. Di sini
belum adanya regulasi yang mengatur
pasar modern secara jelas, membuat
perkembangan pasar modern sangat ti-
dak terkontrol. Walaupun pem-benahan
terus menerus dilakukan pada pasar
tradisional, tetapi pada kenyataanya
pangsa pasar tradisional terus menerus
tergerus oleh pasar modern.
Serbuan dari pasar modern dan
semakin berkembangnya usaha per-
dagangan modern dalam skala besar
membuat Pemerintah Kota Surakarta
perlu mengeluarkan kebijakan untuk
mengatur pasar, baik pasar tradisional
maupun pasar modern. kebijakan pu-
blik dikeluarkan sebagai sebuah tinda-
kan pemerintah yang berupa program-
program pemerintah untuk mencapai
sebuah tujuan (Edwards dan Sharkan-
sky, 2008). Pemerintah merespon ke-
beradaan pasar modern yang semakin
menjamur yang bisa menjadi masalah
untuk pasar tradisional jika pemerintah
tidak segera mengeluarkan kebijakan,
seperti teori yang dikemukakan oleh
Kismartini (2005), pemerintah harus
memiliki kemampuan yang dapat dian-
dalkan untuk merespon dan me-
nanggulangi permasalahan yang ada
dengan memperhatikan sumber daya
yang dimiliki serta menerima masukan
dari seseorang/kelompok, sehingga ada
jalan keluar yang terbaik dan dihasilkan
melalui serangkaian proses yang adil.
Ekonomi politik memiliki kai-
tan yang sangat erat dengan ke-bijakan
publik, perekonomian tidak bisa hanya
diserahkan kepada produsen dan kon-
sumen yang saling berinteraksi dalam
suatu mekanisme pasar. Perlu adanya
campur tangan pemerintah yang digu-
nakan ketika mekanisme pasar tidak
berjalan dengan semestinya. Selain itu
campur tangan pemerintah digunakan
untuk mengatasi eksternalitas dan un-
tuk pengadaan barang-barang publik.
Berbagai keputusan yang menyangkut
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kebijakan publik dilaksanakan oleh pe-
merintah sesuai institusi ekonomi dan
politik yang ada. suatu kebijakan
disebut kebijakan publik karena kebi-
jakan itu menyangkut kesejahteraan u-
mum (Arifin dan Rachbini, 2001).
Pemerintah Kota Surakarta me-
ngeluarkan Peraturan Daerah nomor 1
Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
perlindungan pasar tradisional. Perda
ini berisikan 21 Bab dan 52 Pasal.
Perda nomor 1 Tahun 2010 dikeluarkan
karena semakin meningkatnya dina-
mika kehidupan masyarakat di Kota
Surakarta sehingga menimbulkan feno-
mena baru di sektor perekonomian
berupa pasar modern. Keberadaan pa-
sar modern di sini kurang mendukung
dan terencana dalam pengaturan ter-
hadap pengelolaan, lokasi dan pemben-
tukan sinergi dengan pasar tradisional.
Perda ini dikeluarkan untuk meng-
hindari dampak dari kehadiran pasar
modern dan diharapkan memberikan
perlindungan bagi pasar tradisional ser-
ta membentuk sinergi antara pasar tra-
disional dan pasar modern.
Perda ini berlaku sebagai pe-
doman baik bagi pemerintah maupun
pihak pihak yang terkait di dalam pasar
tradisional. Sekaligus sebagai dasar hu-
kum penyelenggaraan dan pengemba-
ngan pasar yang diharapkan dapat
memberikan pelayanan kepada masya-
rakat. Pengelolaan dan perlindungan
pasar dalam Perda ini memberikan ke-
sempatan kepada masyarakat untuk
mengelola atau memanfaatkan pasar
untuk kemajuan Kota Surakarta melalui
proses kerjasama dengan pemerintah
daerah.
Setelah dikeluarkanya Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2010 mengenai
pasar tradisional, setahun kemudian di-
keluarkan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern. Perda ini berisikan 13
Bab dan 26 Pasal. Perda mengenai
pasar modern ini diterbitkan karena
keberadaan pusat perbelanjaan dan
toko modern yang merupakan per-
wujudan hak masyarakat dalam ber-
usaha di sektor perdagangan yang perlu
diberi kesempatan untuk mengem-
bangkan usahanya demi meningkatkan
perekonomian daerah Kota Surakarta.
Kebijakan pembangunan dan perizinan
pendirian ini dimaksudkan untuk me-
ningkatkan kemampuan dan daya saing
para pedagang baik dengan skala modal
besar ataupun kecil berdampak pada
pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel
yang dikelola oleh sektor swasta.
Perda Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern ber-
isikan pengaturan mengenai penataan
dan pendirian pusat perbelanjaan dan
toko modern di Kota Surakarta agar
terjadi sinergi dengan pasar tradisional.
Dalam perda ini Pemerintah Kota
Surakarta memiliki wewenang dalam
pengaturan perencanaan, perijinan pen-
dirian, pengawasan dan pengendalian
pusat perbelanjaan dan toko modern.
Kemudian dikeluarkanya Pera-
turan Walikota Nomor 4 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera-
turan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 ten-
tang Pengelolaan dan Perlindungan Pa-
sar Tradisonal  Kota Surakarta yang di-
tujukan sebagai pedoman pe-laksanaan
dari Perda Nomor 1 Tahun 2010 agar
dapat jelas dimengerti dalam pelak-
sanaanya. Peraturan walikota ini beri-
sikan 10 Bab dan 17 Pasal. Perwali ini
berisikan penjelasan mengenai segala
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hal dalam pasar tradisional, klasifikasi
dan bentuk pasar, segala bentuk admi-
nistrasi pedagang, tata cara merenovasi
dan merubah bangunan pasar, standar
operasional pelayanan pasar, dan peran
serta masyarakat.
Setelah adanya Perda yang me-
ngatur mengenai pusat perbelanjaan
dan toko modern, pemerintah Kota Su-
rakarta kemudian mengeluarkan Pera-
turan Walikota Surakarta Nomor 17-A
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Peraturan Daerah Kota Sura-
karta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. Pera-
turan Walikota ini berisikan 8 Bab dan
10 Pasal. Perwali ini dikeluarkan beri-
sikan penjelasan peraturan mengenai
jam kerja minimarket, pembinaan dan
pengawasan pusat perbelanjaan dan to-
ko modern, dan berbagai hal- hal yang
belum diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2011.
Tahun 2013 Pemerintah Kota
Surakarta mengeluarkan Peraturan Wa-
likota Surakarta Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Perlindungan
Pasar Tradisional Kota Surakarta. Pera-
turan Walikota ini berisikan 2 pasal.
Perwali ini dikeluarkan berdasarkan te-
lah selesainya revitalisasi Pasar Depok
sebagai pasar burung dan ikan hias, dan
revitalisasi Pasar Turisari, serta dengan
di-tetapkanya bangunan cagar budaya,
maka dalam Perwali ini dijelaskan pe-
ninjauan ulang nama pasar-pasar trade-
sional sesuai dengan konsep pengem-
bangan dan sejarah pasar tersebut.
Kebijakan terakhir yang dike-
luarkan oleh pemerintah Kota Sura-
karta adalah dikeluarkanya Surat Eda-
ran Nomor 510/15191 Tentang Pemba-
tasan Usaha Toko Modern Minimarket
pada Tahun 2014. Surat edaran ini di-
keluarkan atas dasar Perda Kota Sura-
karta Nomor 5 Tahun 2011, Perwali
Surakarta Nomor 17-A Tahun 2012,
dan dari hasil kajian minimarket Kota
Surakarta yang dilakukan oleh Bagian
Perekonomian Setda Kota Surakarta
yang berkerjasama dengan Pusat Infor-
masi Pembangunan Wilayah (PIPW)
LPPM UNS Surakarta. Surat Edaran ini
bertujuan mencegah persaingan pasar
yang tidak sehat dan memperluas ke-
sempatan kerja serta meningkatkan U-
saha Mikro Kecil dan Menengah.
Surat edaran Nomor 510/15191
berisikan pembatasan jarak toko mo-
dern dengan pasar tradisional, pera-
turan zonasi yang berdasar tata ruang
wilayah, kondisi wilayah setempat dan
kebutuhan masyarakat, dan pembatasan
jumlah usaha minimarket di setiap ke-
camatan. Dengan surat edaran ini sega-
la proses pendirian ijin usaha toko mo-
dern (IUTM) minimarket terhitung mu-
lai hari senin tanggal 12 Mei 2014
ditunda permohonan pendirian IUTM
Minimarket sampai diterbitkanya kebi-
jakan yang lebih lanjut oleh Pemerintah
Kota Surakarta.
Pada tahun 2014 Pemerintah
Kota Surakarta mengeluarkan kebija-
kan terakhir yaitu Surat Edaran Nomor
510/15191 Tentang Pembatasan Usaha
Toko Modern Minimarket pada Tahun
2014. Surat edaran ini di-keluarkan atas
dasar Perda Kota Surakarta Nomor 5
Tahun 2011, Perwali Surakarta Nomor
17-A Tahun 2012, dan dari hasil kajian
minimarket Kota Surakarta yang dila-
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kukan oleh Bagian Perekonomian
Setda Kota Surakarta yang berkerjasa-
ma dengan Pusat Informasi Pemba-
ngunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS
Surakarta. Surat Edaran ini bertujuan
mencegah per-saingan pasar yang tidak
sehat dan memperluas kesempatan
kerja serta meningkatkan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah. Dengan surat
edaran ini segala proses pendirian Ijin
Usaha Toko Modern (IUTM) minimar-
ket terhitung mulai hari Senin tanggal
12 Mei 2014 ditunda permohonan pen-
dirian IUTM Minimarket sampai diter-
bitkanya Kebijkan yang lebih lanjut
oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Dari Peraturan Daerah terakhir,
melalui Surat Edaran Nomor 510/1519-
1 Tentang Pembatasan Usaha Toko
Modern Minimarket pada Tahun 2014,
Pemerintah Kota Surakarta telah mela-
kukan penundaan permohonan pendi-
rian IUTM Minimarket hingga batas
waktu yang belum ditentukan. Hal ini
berarti perkembangan pasar modern di
Kota Surakarta berhenti semenjak Ta-
hun 2014 dan tidak ada pembangunan
pasar modern lagi hingga dikeluar-
kanya kebijakan yang lebih lanjut oleh
Pemerintah Kota Surakarta.
Berikut adalah gambaran me-
ngenai posisi pasar tradisional dan pa-
sar modern di Kota Surakarta:
Gambar 2 Gambaran Posisi Pasar Tradisional
dan Pasar Modern di Kota Surakarta
Sumber: Data Literatur, Diolah, 2015
Dari gambar di atas dapat dilihat
bahwa keberadaan pasar modern (ber-
warna hitam) lebih banyak daripada
keberadaan pasar tradisional (berwarna
merah).
Dilihat dari lokasinya juga pasar
modern memiliki jarak yang sangat
dekat dengan pasar tradisional bahkan
ada yang bersebelahan. Di sini bukan
berarti bahwa implementasi dari Pera-
turan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko modern pada
pasal 7 ayat 3 tidak berjalan. Kebera-
daan pasar modern dan pasar tradisi-
onal yang berdekatan ini dikarenakan
perijinan berdirinya pasar modern yang
berdekatan tersebut telah terbit sebelum
adanya PERDA No 5 Tahun 2011, dan
saat ini tidak ada sangsi maupun
kewajiban bagi pasar modern yang
terlanjur berdekatan dengan Pasar
tradisional.
Saat ini keadaan pasar tradisi-
onal di Kota Surakarta sudah sangat
berbeda dengan beberapa tahun yang
lalu, program revitalisasi pasar telah
berhasil mengubah pasar yang identik
dengan kotor dan kumuh menjadi pasar
yang rapi, bersih dan nyaman. Selain
revitalisasi, pasar tradisional juga me-
miliki keunikan tersendiri, keunikan
tersebut tidak dapat di temukan di pasar
modern. Pasar tradisional di Kota
Surakarta telah berkembang menjadi
lokasi pertunjukan berbagai pertun-
jukan dan menjadikan lokasi berbagai
perhelatan kultural dengan meng-
gandeng para seniman. Kemajuan yang
terbaru di beberapa pasar tradisional
disediakan ruang seni bagi masyarakat
yang ingin menunjukan kreativitasnya.
Berbagai program ini diharapkan dapat
memperkenalkan kondisi pasar tradi-
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sional yang sesungguhnya, yang dari
berbagai keunikannya dapat menarik





Kebijakan yang dikeluarkan o-
leh Pemerintah Kota Surakarta, teruta-
ma kebijakan terakhir mengenai pem-
berhentian pemberian ijin bagi pemba-
ngunan toko modern baru serta ber-
bagai program dalam pembangunan pa-
sar tradisional termasuk revitalisasi pa-
sar yang akan dilakukan untuk semua
pasar tradisional di Kota Surakarta, me-
nunjukan kecenderungan Pemerintah
Kota Surakarta lebih memperkuat ke-
bijakan untuk meningkatkan eksistensi
dan perkembangan pasar tradisional;
dengan membatasi perkembangan pasar
modern.
Saran
Pemerintah Kota Surakarta se-
bagai pemilik wewenang dalam penge-
lolaan pasar tradisional dan pasar mo-
dern, diharapkan dapat memberlakukan
kebijakan yang dapat mensinergikan
antara pasar tradisional dan pasar mo-
dern seperti pada Pasar Singosaren di
mana pasar modern dan pasar tradi-
sional dapat bergabung menjadi satu
tetapi memiliki jenis dagangan yang
berbeda sehingga bisa saling meleng-
kapi. Pemerintah Kota Surakarta harus
mempertahankan eksistensi pasar trade-
sional di Kota Surakarta sebagai salah
satu warisan budaya dan identitas kota
dengan berbagai keunikannya. Peme-
rintah Kota Surakarta diharapkan dapat
mengawal perkembangan pasar modern
dan memberikan sangsi yang tegas ke-
pada pasar modern yang tidak menaati
regulasi yang telah ditetapkan.
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